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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda politik dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara
modern sckarang ini adalah persoalan perburuhan. Dikatakan persoalan politik dan
ekonomi karena persoalan buruh tidak hanya menyangkut hubungan pekerja dan
majikan, tetapi secara lebilr luas mencakup persoalan sistem ekonom! suatu sebuah
negara sc':ialigqs sistem politiknya.

Selama ini masih ada stereotip bahwa persoalan buruh sangat ditentukan oleh
dua ekstarnitas sisiem ekenonu yaitu kapitali_smc dan sosialisme. Sistem kapitalis
diasumsikan cenderung mengeksploitasi kaum buruh karena dalam sistemn i kaum
buruh diperas tenaganya uniuk mendapatkan “nilai lebih” (surplus value). Dimana nilai
lebil: itu tidak kembali kepada burul melainkan kepada pihak pengusaha (kapitalis).
Buruh hanya menerima upah tertentu dari majikannyadan upah terscbut sama sekali
tidak mempresentasikan pembagian “nifai lebih” yang diperoleh daan perusahaan. Jika
kapitalis cenderung mengekploitasi buruh, maka sosialisme cenderung bersikap
sebaliknya, yaitu membela buruh.

Dari kedua sistem terscbut, terfihat adanya scbagian hak-hak buruh maupun
majikan yang kurang diperhatikan jika dilihat da prinsip keadilan. Dalain sistem
kapitalis  cenderung menonjolkan Kepentingan majikan dan - sistem  kepitakisne

sabialy e
cenderung menonjolkan kepentingan burah,

Indonesia scbagai negura hukum, lentunyd Juga mempunyel produi uiinn yany

mengater hubungan burruh dan majikan (Hukwn Perburahan), Akan tetapi adanya



produk hukum (baca: undang-undang) belum tentu menjamin terhadap penegakan hak-
hak buruh. Pemogokan kerja dan demontrasi adalah salah satu hal yang menunjukan hal
itu.

Strategi pembangunan yang telah dilaksanakan sejak berdirinya Orde Baru
sampai saat ini adalah strategi pembangunan yang menumpukan pertumbuhan ekonomi
sebagai fokus utama pembangunan, yaitu memaksimalkan produksi nasional: Faktor
sentral dari strategi pembangnan ini adalah faktor modal dan teknologi.'

Akan tetapi pelaksanaan strategi pembangunan ini sama sekali tidak
mempertimbangkan  masalah-masalah  sosial  sehingga pelaksanaan  strategi
pembangunan ini tidak menimbulkan “tetesan kebawah™. Yang terjadi adalah “tetesan
keatas” hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Proses ekonomi Indonesia ditandai denngan
cifi vyaitu yang kuat bertambah kuat dan yang lemah bertambah lemah. Berbagai
hubungan eksploitatif terjadi, termasuk hubungan eksploitatif terjadi antara pengsaha
atau pemodal terhadap kaum buruh.®

Model pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi disatu pihak
memberikan peluang kepada pemilik modal untuk melakukan perluasan dan
pengembangan industri namun disatu sisi membatasi tawar menawar buruh dalam
memperjuangkan haknya.

Islam juga mengakui bahwasanya baik buruh maupun majikan dalam sistem
hubungan kerjanya juga mempunyai kewajiban kewajiban dan hak-hak yang harus
dipenuhi. Dalam islam hubungan antara buruh dan pengusaha dan diharapkan agar
selalu ada rasa atau sikap saling menghormati. Pengusaha dilarang bersikap dan
bertindak sewenang-wenang terhadap pekerjanya, akan tetapi pengusaha hendaknya

ISritua Arief, Pembangunisme dan Ekonomi Indonesia. cet. 1 (Bandung: CPSM, 1998), him. 70

2 1bid. him. 71



persikap pemurah dan berlaku adil dalam  upah sesuai dengan Kemampuan dan
perjanjian kerja yang telah disepakati. Pengusaha diharapkan menyediakan fasitas-
fasilitas lain dan kenyamanan para pekerja sehingga pera pekerja akan bekerja dengan
sungguh-sungguh dan jujur. Dengan demikian keduanya akan menyadari tugas dan
tanggung jawab mereka satu sama lain.?

Islam juga memandang pada dasarnya umat manusia adalah sama kedudukanya
sebagai pekerja dan sebagal manusia yang mempunyai kehormatan, meskipun berbeda-
beda kadar kemampuan dan pembawaanya serta daerah lingkungan kerja dan hasil yang
diperoleh dari kerja yang dilakukanya. Sehingga hal ini bukanmerupakan suatui kelas
dalam masyarakat. Masyarakat tidak lain dalah merupakan kumpulan para pekerja yang

saling memberi dan menerima.”’ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah:
{ \ i - - . . M -
ale U 09 g (siaipal g Adguag aSile ) (5 e | slast S g
- - a2 . { - &
50@@@%04@\3%\
Dait Allah mempertepas lagi daiam firman-Nya:
- o e ® Wi -U‘" - 1 -4 - % L - - o -
s (358 aguars Und g LAY B gall 8 agidima agis Uawd Gl
6 v, . . o“:: \
L Liany aguany AT a2

Dari ayat tersebut Islam mengajarkan bahwa dalam kehidupan di dunia diperlukan

adanya kerjasama. Untuk menghubungkan kerjasama tersebut allah menganugerahkan

* Afzalur Rahman, Doksrin EEkonomi Islam 11, tesj. Surovo nastain (Yogyakarta: Dana bakti Wakal,
1995) him. 385

“ Ahmad Azhar basvir, Garis Bhesar Sistem Ikonomi Islam dalam Reflelsi atas Persoalan Islam
(Yogyvakarta: BPFE ULl 1997) him 37

0.8 At-Taubal (9) : 103

6 Q.S. az-Zukruf (43): 32



kepada orang-orang atas sebagian yang lain. Allah telah memberikan diantara hamba-
hamba-Nya dalam masalah kekayaan dan kefakiran, kekuatan dan kelemahan, ilmu dan
kebodohan. Karena seandainya Allah menyamakan dalam hal-hal tersebut niscya sebagian
orang tidak dapat mempekerjakan yang lain.

| Kajian perbandingan mengenai persoalan perburuhan dalam perspektif hukum Islam
dan hukum perburuhan Indonesia menjadi cukup urgen karena warga negara Indonesia
yang sebagian besar pemeluk Islam memerlukan landasan normatif dengan harapan
penanganan masalah perburuhan tetap mengacu pada fitrah kemanusiaan yang sesual

dengan misi agamanya.

B. Pokok Masalah

Dari paparan diatas terdapat dua masalah yang akan dikaji dalam studi ini yaitu:

|. Bagaimana hak-hak buruh dan majikan menurut hukum Islam dan menurut hukum
perburuhan Indonesia.

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara hak-hak buruh dan majikan dalam hukum

Islam maupun hukum perburuhan Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan
1. Tuiuan
Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Mendeskripsikan hak-hak buruh dan majikan baik itu menurut hukum Islam

dan hukum perburuhan Indonesia.

N

Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan antara hak-hak buruh dan

majikan dalam hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia.



3. Kegunaan
Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:
|. Menjadi sumbangan bagi khazanah pemikiran-pemikiran hukum Islam terutama
bidang kajian figh muamalah yang memperbincangkan masalah perburuhan.
2. Menjadi sumbangan bagi penegakan hak-hak buruh can majikan di Indonesia agar

dapat sesuai dengan etika dan moral Islam.

D. Telaah Pustaka

Masalah perburuhan dalam perspektif hukum memang telah banyak dikaji oleh
para ahli hukum. Di Indonesia, beberapa produk undang-undang yang mempunyai
hubungan dengan pelaksanaan kebijakan perburuhan antara lain UU No. 1 Tahun 1951
tentang Kerja, UU No. 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan, UU No. 3 Tahun 1951
tentang Pengawasan Perburuhan, UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan
antara Serikat Buruh dan Majikan, UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan, UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta, UU No. 14 Tahun 1969 tentang ketentuan Pokok megenai Tenaga
Kerja, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja,’ UU No. 3 Tahun 1993
tentang Jaminan sosial Tenaga Kerja dan UU No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan.

Salah satu buku yang cukup lengkap tentang hukum perburuhan ditulis oleh
Abdul Rahiad Budiono. Buku dengan judul Hukum Perburuhan di Indonesia berbeda
dengan buku-buku yang lain yang membahas masalah perburuhan, yang pada umumnya

ditulis bidang perbidang. Buku ini menampilkan pembahasan secara utuh mencakup

7 Ramdlon Naning. Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila, cet. 1 (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 1983) hlm. 192-193



6

seluruh gambaran yang ada mengenai hukum perburuhan baik yang umum maupun
yang berlaku khusus®.

Hubungan kerja antara buruh dan majikan ditandai dengan adanya perjanjian
kerja. Dalam perjanjian kerja baik buruh dan majikan mempunyai hak dan kewajiban.
Imam Soepomo menjelaskan bahwa sebenamya hak buruh tersimpul dalam kewajiban
majikan, sedangkan hak majikan pada umumnya tersimpul dalam kewajiban buruh.’

Perjanjian kerja atau vang sering pula diistilahkan dengan perjanjian untuk
melakukan pekerjaan dalam ssyariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa-
menyewa (al- ijarah) yaitu ijarah a’yan yakni sewa menyewa tenaga manusia untuk
melakukan pekerjaan. '’

Perjanjian kerja (al-ijarah) melahirkan hak dan kewapiban pada buruh dan
majikan. Yusuf Qardhawi dalam bukunya Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian
Islam menyebutkan bahwa termasuk prinsip keadilan adalah memenuhi hak pekerja.""
Selanjutnya dalam bukunya yang lain Fatwa-fatwa Mutakhir, ketika membahas campur
tangan negara dalam penetapan upah buruh, Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa
hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan apa yang
dipandangnya sebagai kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan perundang-
undangan dan peraturan yang bermaksud menjamin kemaslahatan umum dan

mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan menanggulangi gejala-gejala

¥ Abdui Rahmad Budiono, Hukum Perburuhan di Indonesia, cet. 11 (Jakana: Raja Grafindo 1997)
? Imam Seopomo. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, cet. 111 (Jakarta: jambatan, 1980)

' Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam. cet. 11 (Jakarta:
Sinar Grafika, 1996). him. 54

"' 'yusuf Qardhawi, Feran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Isiam. terj. Didin Khafidudin. cet.
I (Jakarta: Rabbani Press, 1997) him. 403



tertentu yang tidak sehat, asalkan itu tidak bertentangan dengan nash-nash yang
muhkam (jelas maknanya) dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang tepat."?

Buku selanjutnya adalah Doktrin [konomi Istam 1l karya Afzalur Rahman .
Dalam bab XV tentang permasalahan upah, Rahman mengatakan bahwa setiap orang
harus diberi imbalan penuh sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorangpun yang
harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai dengan
sumbangsihnya, sementara majikan harus menerima keuntungan sesuai dengan modal
dan sumbangsihnya terhadap produksi."?

Selanjutnya Umar Chapra dalam bukunya Islam dan tantangan lkonomi, juga
menyinggung tentang adanya reformasi perburuhan. Dia menawarkan tentang
kebijakan-kebijakan baru, dimana kebijakan-kebijakan itu akan mampu menghapuskan
eksploitasi dengan menigkatkan produktivitas para pekerja dan ekspansi peluang
wirausaha."*

Dari sekian banyak buku yang ada tersebut ternyata belum terdapat sebuah karya
vang secara khusus menangkat tentang penegakan hak-hak buruh dan majikan dalam
bentuk kajian perbandingan antara hukum Istam dan hukum perburuhan di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasamya ada dua pandangan mengenai hubungan buruh dan majikan.

Pertama secara yuridis buruh adalah bebas. Oleh karena prinsip negara kita adalah

bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak atau diperhamba. Kedua secara

2 yyusuf Qardhawi, fama-farwa Mutckhir, terj. Al-Hamid al-Husaini. cet ill (Jakarta' Yavasan al-
Hamidy. 1996).hlm. 365

Y Afzalur Rahman, Doktrin Ikkonomi ... him.. 365

M. Unier Chapra. Islam dan Tantangan Fkonomi. terj. Ikhwan Abidin. cet. 1 (Jakarta: Gema Insani
Press. 2000) him.254



sosiologis buruh tidak bebas sebab sebagi orang yang tidak mempunyai bekal hidup
selain dari pada tenaganya itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain. B

Dalam kedudukannya buruh yang lemah—sebagai akibat lemahnya ekonomi
mereka—maka sulit diharapkan mereka memiliki bargaining power menghadapi
pemberi kerja (majikan). Oleh karena itu hadirlah pihak ketiga yakni penguasa atau
pemerintah dengan mengeluarkan produk hukum untuk mengaturmya.

Hak-hak buruh yang tercermin dalam kewajiban-kewajiban majikan diatur
dalam pasal 1602a, 1602f-1602p, 1602v, 1602w, 1602y, 1602x KUHPerdata.
Sedangkan hak-hak majikan yang tercermin dalam kewajiban-kewajiban buruh diatur
dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603¢ dan 1603d KUHPerdata.'’

Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa ke ;ajiban-kewajiban majikan
antara lain:membayar imbalan kerja, mngatur segala hal yang berhubungan dengan
fasilitas kerja (ps. 1602v), mengatur tempat kerja (ps. 1602w),mengatur segala hal vang
berhubungan dengan tempat kerja yang bersangkutan (1602y) dan mengurus
pengobatan dan perawatan buruh yang sakit atau menderita kecelakaan.

Sedangkan kewajiban-kewajiban buruh antara lain: melaksanakan tugas dan
pekerjaannya sebaik mungkin (ps. 1603), melaksanakan tugas dan pekerjaannya sendin
(1603a), menaati segala peraturan kerja serta tata tertib vang berlaku di perusahaan
(1603b), menaati peraturan, tata tertib dan tata cara yang berlaku di rumah majikan jika

ia bertempat tinggal disana (ps. 1603¢) dan melaksanakan tugas serta segala

S CS.T. Kansil, Pengantar limu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. cet Il (Jakarta Balu
Pustaka. 1986.) him 313-314

R Subekii dan R Tjitrosudibio, Kitah (/ndang-undang Hukum  Perdata. cet. XXIV
(Jakana:Pradnya Paramita. 1999)



kewajibannya secara layak dalam arti menurut kepatutan dan kepantasan baginya untuk
bertindak menurut keperiuanya (1603d).

Sedangkan dalam undang-undang tenaga kerja, baik dalam UU No. 14 Tahun
1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja dan UU No. 25 tahun 1997
tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan beberapa hak-hak buruh, diantaranya: hak
upah (ps 109), hak mendapat waktu istirahat (ps. 102), hak diperlakukan secara baik
dilingkungan pekerjaan (ps. 108), hak mendapatkan jamsostek (ps. 117), hak mogok
kerja (ps. 74) dan hak berorganisasi (ps.27)."

Akan tetapi hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang
bersifat imperatif (keharusan) yang bersifat das solen melainkan harus dipandang
sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan sangat tidak mungkin
ditentukan oleh politik baik dalam perumusan pasal-pasalnya maupun dalam
implementasi dan penegakanya. "

Membicarakan masalah perburuhan dengan kompleksitas persoalanya dalam
perspektif hukum Islam maka dapat kita tarik pada persoalan yang lebih mendasar yaitu
sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiah karena titik berangkatnya
dari Allah, tujuanya untuk mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan
dengan syar’iat-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, komsumsi, penukaran dan
distribusi diikatkan dalam prinsip ilahiah dan tujuan ilahi."

islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. Untuk itu

keadaan yang harmonis antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat mutlak.

17 UU RI No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. .
Bn1oh. Mahfud MD. Politik Hukum di indonesia (Jakana: Pustaka LP3S, 1999), him.2

' yusuf Qardhawi. Peran Nilai....him. 25



Islam juga membual kompromi yang langgeng antara buruh dan majikan dengan
memberi nilai moral pada seluruh persoalan hubungan mereka dan menjadikan
kewajiban masing-masing pihak sebagai bagian dan iman.”’

Tentang hubungan antara buruh dengan majikan mengenal hak-hak mereka
dalam hubungan kerja, terdapat beberapa nash yang dapat dijadikan landasan antara lain

vaitu:

TRV PTG N § [P B PR RS U IR [PWEN B

Dari ayat ini tersirat akan adanya farangan agar Kita jangan merugikan manusia,
melanggar akan hak-hak orang lain, termasuk mefanggar hak-hak buruh maupun
majikan.

Dan juga hadis rasul yang menerangkan bahwa Allah melaknat kepada

seseorang vang mempekerjakan buruh tetapi lidak memberikan haknya.
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Selain itu lIstam juga mengajarkan agar hak-hak buruh sesegera mungkin

diberikan. Sabda Rasul:
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M abdul Manan, Teori dan Prakick Ikonomi Istam, ter) Sonhaj (Yogyakarta:Dana Balii Wakaf,
1995), him. V2

2 gy-Svuara (26) 183

2 A1-Bukhari. Shahih Bukhari, Bab ljarah (Dar al_Fikr, w) Juz 111 him 103, hadis ke-10. Hadits ini
diriwavathan oleh Bukhart dari Yusu? bin Muhammad. dari smail bin Umayah, dari Saad bin Abi Said,
dari Abu Hurairah ra

“lbnu Majah, Sunan fhnu Majah, bab ruhun (Semarang: Toha Putra 1) juz I hlou 817 hadis nomor
2443, Hadis ini diriwayatkan oleh al-Abas bin al-Walid ad-Dimsyiqi, Wahib bin Zaid bin ‘Athiyah as-
Salamy, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya Abdullah bin Umar.



E. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Studi ini merupakan penelitian pustaka (library research) vaitu menelaah baik
buku, majalah, jurnal, produk undang-undang, leaf lead yang membahas hukum
perburuhan baik menurut hukum fslam maupun hukum perburuhan indonesia.
2. Sifat Penelitian
Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif komparauf yang didasarkan pada
ayat-ayal hukum atau nash yang ada kaitanya dengan obvek pembahasan scrta
pasal-pasal dalam Kiab Undang-undang Hukum Perdata dan produk undang-
undang lainva vang berkaitan dengan masalah perburuhan kemudian dianalisa.
3. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam skripsi ini diambil dari sumber pustaka yang berupa
buku, artike! dan sumber lainya. Adapun vang dijadikan sumber data primer
adalah buku Hukum Perburuhan di Indonesia karva Abdul Rahmad Budiono dan
Doktrin Ekonomi 11 karva Fazlur Rahman. Sedangkan data-data sekunder sebagal
pelengkap data primer di peroleh dan sumber lain yang terkait dengan tema yang
dibahas.
4. Pendekatan

1. Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang didasarkan avat-ayat

al-Quran dan al-Hadis sera pendapat para ulama mengenal
masalah perburuhan.
7 pendekatan Yundis vaitu pendckaian yang didasarkan pada hukum

positf di Indonesia baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata



maupun produk undang-undang vang berkaitan dengan masalah

perburuhan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode:

K.

1. Metode induktif yaitu cara menganalisis data-data yang berangkat dan

pengetahuan yang bersifat khusus dalam hal ini konsep vang ada dalam al-
Quran dan al-Hadis, vang kemudian dijabarkan dan dianalisis
berdasarkan kerangka teon yang ada.

Metode komparatif yaitu  sebuah cara menganalisa  dengan - cara
membandingkan dua data dalam hal i antara hukum Istam dan hukum
perburuhan Indonesia untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara

dua obyek yang dibandingkan terscbut.

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara gans besar mengenal  kerangka

pembahasan dalan penyususnan skripst ini perlu dikemukakan sistematika

pembahasan scbagai berikut.

Bab pertama

Bab ini menggambarkan kerangka penelitian dalam melakukan penelitian

serta dalam upayanya menemukan permasalahann secara sistematis.

Bab kedua

Bab ini mendeskripsikan tcnang hak-hak buruh dan majikan dalam

hukum perburuhan Indonesia. Pembahasanya dimulai dari mengungkapkan
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perjalanan hukum perburuhan indonesia kemudian menjelaskan posisi buruh dan
majikan dalam hubungan kerja, perburuhan dan politik ekonomi Indonesia dan
diakhiri dengan membahas tentang hak-hak buruh dan majikan menurut hukum
perburuhan Indonesia.
Bab ketiga

Bab ini mendeskripsikan temtang hak-hak buruh dan majikan dalam
hukum lslam. Diantara pembahasanya adalah tentang figh perburuhan, posisi
buruh dan majikan dalam hubungan kerja. perburuhan dan politik ekonomi Islam
dan diakhiri membahas hak-hak buruh dan majikan menurut hukum istam.
Bab keempal

Bab ini berisi tentang analisis perbandingan tentang hak-hak buruh dan
majikan antara hukum lslam dan hukum perburuhan Indonesia. Bagian pertama
tentang hubungan indusinal, bagian kedua tenmtang hak-hak buruh dan majikan
dan bagian Ketiga tentang campur tangan penguasa.
Bab kelima

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-sarar.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya baik dalam hukum perburuhan Indonesia dan hukum Islam
telah terdapat aturan tentang hubungan buruh dan majikan, termasuk perlindungan
terhadap hak-hak buruh dan majikan. Hak-hak buruh dan majikan dalam hukum
perburuhan antara lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan
berbagai macam produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah perburuhan.
Sedangkan dalam Islam secara umum hak-hak buruh dan majikan antara lain
disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis rasul.

Dalam beberapa hal tentang hak-hak buruh dan majikan juga terdapat
persamaan. Hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia sama-sama mengakui
adanya hak buruh berupa upah, perlakuan yang baik dilingkungan kerja, jaminan
keselamatan kerja. Sedangkan tentang hak majikan diakui adanya hak atas
terselesainya pekerjaan, ganti kerugian.

Berkaitan dengan sistem politiknya (kebijakan pemerintah) maka dalam
hukum Islam dan hukum perburuhan Indonesia membolehkan adanya campur tangan
pemerintah untuk mengatur hubungan buruh dan majikan yang harmonis.

Perbedaan mendasar adalah terletak pada sistem ekonomi yang melatar
belakanginya. Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih bercorak pada
kapitalisme sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama. Sedangkan
dalam Islam, moral adalah landasan terpenting dalam kegiatan muamalah. Dengan
demikian pola hubungan antara buruh dan majikan juga didasari landasan moral dan

semata-mata mencari ridha Allah
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Pola hubungan kerja antara buruh dan majikan dalam hukum perburuhan
Indonesia adalah hubungan “diperatas”, sedangkan dalam [slam hubungan kerja
antara buruh dan majikan mempunyai kedudukan yang sejajar.

Di Indonesia diterapkan kebijakan standar upah minimum yang merupakan
biaya minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang buruh. Sedangkan Islam
tidak mengatur tentang upah minimal, hanya saja Islam mengisyaratkan bahwa upah
harus dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara layak. Ukuran upah layak
tersebut sctidaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh yang meliputi pangan,
sandang, pendidikan anak dan kesehatan.

Hukum perburuhan Indonesia mengharuskan buruh membayar ganti kerugian
atau denda pada setiap kesalahan yang dilakukan buruh baik disengaja maupun tidak,
sedangkan dalam [slam buruh wajib memberikan ganti kerugian hanya jika ia

melakukan kesalahan secara sengaja.

B. Saran-saran

I. Perlu adanya perubahan paradigma sistem perburuhan di Indonesia yang meliputi
bidang hukum perburuhan, politik perburuhan, ckonomi perburuhan dan ekonomi
pembangunan pada umumnya.

2. Perlu adanya pembenahan pada kelembagaan perburuhan  yang  meliputi
Departemen Tenaga Kerja, lembaga Penvelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P
dan P4D) dan juga serikat buruh. Lembaga-lembaga tersebut  diharapkan
berfungsi sebagaiman mestinya schingga dapat menciptakan hubungan buruh dan

majikan yang harmonis dan berkeadilan.

(5]

Perlu diperbanyak kajian-kajian figh perburuhan oleh para ahli hukum Islam

sebagai aktualisasi hukum Islam terhadap masalah perburuhan kotemporer.
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